


HASIL KUTIPAN WAWANCARA DENGAN PERANGKAT DESADAN
MASYARAKAT KECAMATAN PUHPELEM
Desa : Puhpelem
Narasumber . Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi

Pemerintahan, Kepala RT, dan Kepala RW

Tanggal / Waktu : Rabu, 21 Juli 2021 / pukul 09.30 — selesai
Variabel No
Transparansi 1 | Pertanyaan : Bagaimana cara yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip trans-

paransi dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Dalam mewujudkan prinsip transparansi dan
partisipasi dalam pengelolaan ADD pemerintah desa
melibatkan berbagai tokoh maryarakat, tokoh agama
melalui Musyawarah Desa, dalam musyawarah
tersebut akan membahas segala masukan dari musdus
terkait perencanaan ADD yang disusun oleh sekretaris
Desa, disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas

dan disepakati bersama

2 | Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pengumuman

mengenai kebijakan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Ada, dicantumkan seperti papan infomasi
yang dipasang di depan kantor balaidesa yang isinya

ada anggaran dan realisasi dan rincian kegiatan

3 | Pertanyaan : Apakah laporan mengenai pengelolaan
ADD sudah dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat ?




Jawaban: Belum ada, sementara masih bersifat intern.
Belum bisa eksternal karena belum ada ketentuan dari
atas akan tetapi untuk masyarakat yang ingin melihat

bisa

Pertanyaan : Apakah LPJ ADD sudah dibuat dan
dikumpulkan tepat waktu ?

Jawaban: lya sudah, sistem dari LPJ itu misalnya
beberapa bulan sekali gitu tidak tentu bukan setahun
sekali, biasanya setiap tahap 1 nah nanti untuk syarat
pengajuan pencairan tahap 2 LPJ harus selesai dan
dikumpulkan. Untuk pengumpulan biasanya setiap

akhir tahun harus sudah ada laporan

Pertanyaan : Sudah tersedia atau belum untuk sarana

suara dan usulan masyarakat ?

Jawaban: Melalui pertemuan Musdes biasanya dari
masyarakat perwakilan berapa orang gitu untuk

menyampaikan aspirasi mereka

Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pemberian
informasi kepada publik terkait pengelolaan dan

penggunaan dana ADD ?

Jawaban: Ada, setiap setahun sekali ketika
Musrenbangdes dan dipajang juga dipapan informasi

itu termasuk sarana untuk info ke masyarakat

Partisipasi

Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat partisipasi

masyarakat desa dalam pengelolaan ADD?

Jawaban : Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi,
dimana masyarakat sendiri berantusias dan berebut

untuk menyampaikan aspirasi




Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah, seperti partisipasi kehadiran di
Musrenbangdes. Untuk rencana kegiatan itu usulan
dari masyarakat yang nanti desa memilah-milah secara

prioritas

Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah

desa dalam proses perencanaan pengelolaan ?

Jawaban : Tokoh masyarakat, Lembaga, Tokoh

Agama, Karang taruna, dll.

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa dalam men-
ampung dan mengakomodir berbagai masukan dari pe-
serta musyawarah desa dalam rangka perencanaan

pengelolaan ADD ?

Jawaban : Ditampung di dalam RKPDes, seluruh
penggalian gagasan, seluruh masukan aspirasi
masyarakat dari kelompok terkecil RT sampai ke
dusun sampai ke musdes RKP

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pelaksanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Partisipasi masyarakat di pelaksanaan
pengelolan itu seperti ketika proyek tenaganya dari

masyarakat

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pengawasan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Pengawasan biasanya dari BPD, kalau ADD
bisa dilihat di papan informasi kalau Dana Desa

biasanya proyek itu masyarakat bisa mengawasi




tentang pengerjaan,tentang pendatangan bahan itu

masyarakat bisa mengecek sendiri di proyek

Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasan
terakit pengelolaan ADD ?

Jawaban : Kasi pemerintahan kecamatan, babinsa,

polsek, BPD, Inspektorat.

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam
penerimaan ~ manfaat  program  pemberdayaan

masyarakat dari Dana Desa ?

Jawaban: Pemberdayaan untuk tahun 2020 tidak ada
akan tetapi kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada
seperti pelatihan jamur, pelatihan PKK dan pelatihan
perikanana. Untuk tahun 2020 tidak ada karena untuk
penanganan Covid

Akuntabilitas

Pertanyaan : Bagaimana  pemerintah  desa
melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan

program yang dibiayai oleh ADD ?

Jawaban : Pemerintah desa dalam melaksanakan
prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan ADD yaitu
dengan memiliki TPK (Tim Pelaksana kegiatan
lapangan) dimana diatasnya terdapat koordinator TPK,
sekertaris desa serbagai verifikator dan Kepala desa
Sebaga penanggungjawab sebelum  pelaksanaan
kegiatan wajib diadakan prapelaksanaan sehingga
masyarakat akan mengetahui bagaimana teknis
pelaksanaan serta berapa nilai perealisasian yang akan

dilaksanakan. Dalam pelaksanaannyapun Pemerintah




Desa juga di Kawal oleh masyarakat, tokoh maryarakat
serta BPD.

Pertanyaan : Sudah terdapat perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan desa ?

Jawaban: Ada, itu sudah ada peraturannya

Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai re-

kening bank khusus untuk proses perencanaan ADD ?

Jawaban : Ada. Pemerintah desa memiliki rekening
sendiri untuk pencairan ADD yang disebut sebagai

rekening desa.

Pertanyaan : Sudah adanya penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening

kas Desa ?

Jawaban: Sudah

Pertanyaan : Sudah adanya pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ?

Jawaban: Ada, untuk penerimaan dan pengeluaran

selalu di catat

Pertanyaan : Sudah adanya laporan pelaksanaan APB
Desa ?

Jawaban: Sudah, semua sudah tertulis terbaca akurat

Pertanyaan : Sudah adanya laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Desa ?

Jawaban: Ada, karena untuk pencairan tahap

berikutnya

Pertanyaan : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan
oleh pemerintah desa dalam mempertanggungjawab-

kan pengelolaan ADD ?




Jawaban : SPJ dan Laporan APBdes

Pengelolaan ADD

Pertanyaan : Bagaimana proses pengelolaan ADD ?

Jawaban : Dimulai dari perencanaan yaitu membuat
RKP bersama masyarakat kemudian kemudian
direalisasikan untuk pembangunan, selanjutnya
adanya pengawasan dari masyarakat setelah selesai
pembangunan  disusun  laporan-laporan  untuk

pertanggungjawabannya

Pertanyaan : Siapa saja yang terlibat dalam
pengelolaan ADD ?

Jawaban : Perangkat desa dan masyarkat

Pertanyaan : Bagaimana perencanaan dan pengawasan

dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Perencanaan dan pengawasannya itu selalu
melibatkan masyarakat. Perancanaannya dengan
dilakukannya musyawarah, untuk pengawasannya dari
masyarakat juga karena pembangunan itu Yyang

melakukan masyarakat sendiri

Pertanyaan : Apakah ada kendala dari pelaksanaan
pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : Untuk desa ini tidak ada

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban

mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : ya membuat laporan yang sudah dianjurkan

oleh pemerintah




Desa : Nguneng
Narasumber . Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi

Pemerintahan, Kepala RT, dan Kepala RW

Tanggal / Waktu : Kamis, 22 Juli 2021 / pukul 09.15 — selesai
Variabel No
Transparansi 1 | Pertanyaan : Bagaimana cara yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip trans-

paransi dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Dalam mewujudkan prinsip trasparansi dan
partisipasi dalam pengelolaan ADD pemerintah
Ngunut melaksanakan sesuai dengan peraturan yang
telah ditentukan dimana dalam melakukan penyusunan
perencanaan (RPJMDes) dilakukan mulai dari
penggalian gagasan tingkat dusun ( Musdus )
kemudian diangkat ke Musdes dengan cara melibatkan

masyarakat dalam proses perencanaan.

2 | Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pengumuman
mengenai kebijakan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah, kita ada beberapa macam jenis ada
yang melalui banner trus ada lagi untuk sosialisasi
langsung ke masyarakat melalui musyawarah desa.
Kalau ada kegiatan apapun, rencana kegiatan apapun
desa selalu mengedepankan musyawarah terlebih
dahulu




Pertanyaan : Apakah laporan mengenai pengelolaan
ADD sudah dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat ?

Jawaban: Kalau diminta dari masyarakat langsung bisa
tapi selama ini kan hanya dalam bentuk baliho/banner

kalau web semacam itu belum ada

Pertanyaan : Apakah LPJ ADD sudah dibuat dan

dikumpulkan tepat waktu ?

Jawaban: lya tepat waktu

Pertanyaan : Sudah tersedia atau belum untuk sarana

suara dan usulan masyarakat ?

Jawaban: Ada, lewat musyawarah

Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pemberian
informasi kepada publik terkait pengelolaan dan

penggunaan dana ADD ?

Jawaban: Ada, melalui musyawarah juga ada terus

melalui papan pengumuman atau banner juga ada

Partisipasi

Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat partisipasi

masyarakat desa dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Partisipasi masyarakat desa Nguneng sangat
tinggi. Masyarakat sangat aktif untuk menyapaikan
aspirasinya, baik melalui forum musyawarah ataupun
saat bertemu langsung di lingkungan. Partisipasi tidak
hanya sampai diperencanaan saja akan tetapi saat
pelaksanaan kegiatan, masyarakat gotong — royong
bersama misalnya rabat jalan , pemasangan lampu

penerangan seperti itu.




Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah, tiap tahun ada musyawarah itu
diperkecil sampai tingkat dusun. Desa ada draft nya
jadi masyarakat itu dibuka untuk usulan-usulan
kegiatan pembangunan nanti kita lihat dari sisi daerah
kemudian dibiarkan masyarakat bermusyawarah jadi
nanti akan disepakati dan diprioritaskan

Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah

desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban : Tokoh masyarakat, BPD, perangkat desa
serta kepala desa, babinsa, polsek, dll.

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa dalam
menampung dan mengakomodir berbagai masukan
dari peserta musyawarah Desa dalam rangka

perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban : Bagaimana pemerintah desa dalam
menampung dan mengakomodir berbagai masukan
dari peserta musyawarah Desa dalam rangka
perencanaan pengelolaan ADD ?

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pelaksanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban: lya sudah

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pengawasan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Pengawasan itu yang paling utama BPD

kemudian tokoh-tokoh masyarakat juga punya hak




untuk mengawasi itu. Dalam pelaksanaan kegiatan itu
kan ada LPM nanti di musyawarahkan lagi untuk
pembangunan dibuat seperti apa sehingga ada
kesepakatan, misalnya jika dana diatas 30 juta nanti
akan digarap 1 dusun tapi kalau dana kecil sekitar 15
juta nanti dipasrahakan dalam lingkungan RT jadi

disitu semua orang bisa mengawasinya

Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasan

terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

Jawaban : BPD, masyarakat secara langsung,

pemerintah kecamatan, Inspektorat kabupaten.

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam
penerimaan  manfaat  program  pemberdayaan

masyarakat dari Dana Desa ?

Jawaban: lya ada, kemarin juga ada pelatihan-
pelatihan yang memang itu program untuk masyarakat,
tiap tahun ada tapi beda-beda.

Akuntabilitas

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah  Desa
melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan
program yang dibiayai oleh ADD ?

Jawaban : Dalam pelaksanaan program, kami dari
pihak Desa memiliki TPK (Tim Pelaksana Lapangan),
sebagai pelaksana program dengan bekerjasama dan
dibantu oleh masyarakat, serta bekerjasama dengan
pihak penyedia jasa yang diambil dari masyarakat

sendiri serta ada tim verifikasi serta penanggungjawab.




Pertanyaan : Sudah terdapat perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan desa ?

Jawaban: Sudah ada setiap tahunnya ditetapkan
melalui peraturan desa. Setelah direncanakan sebagai
pertanggungjawabannya melalui LPJ kalau ada sisa
tidak digunakan tidak di LPJ kan disetiap akhir tahun
selalu ada sisa penganggaran. Perencanaan awal

melalui RKP itu selalu dibikin pada bulan September

Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai

rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?

Jawaban : Ada

Pertanyaan : Sudah adanya penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening

kas Desa ?

Jawaban: Ada

Pertanyaan : Sudah adanya pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ?

Jawaban: Ada

Pertanyaan : Sudah adanya laporan pelaksanaan APB

Desa ?

Jawaban: Ada, pelaksanaan biasanya dilakukan awal

tahun kalau sudah baru membuat SPJ per semester

Pertanyaan , Sudah adanya laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Desa ?

Jawaban: Ada, kalau dulu sebelum tahun 2019

sebelum ada sistem sikuides kita selalu bikin sendiri




tapi sekarang sudah melalui sistem aplikasi keuangan

desa

Pertanyaan : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?

Jawaban : Jenis pelaporan yang kami lakukan dalam
bentuk SPJ, RKP, APBDes, LKPPDes, laporan ini
kami sampaikan kepada atasan dalam hal ini adalah
bupati, serta laporan kepada masyarakat terkait
pertanggungjawaban kami lakukan dalam bentuk
tertulis yaitu dalam bentuk banner perealisasian
APBDes serta kami sampaikan secara lisan kepada

masyarakat

Pengelolaan ADD

Pertanyaan : Bagaimana proses pengelolaan ADD ?

Jawaban : Biasanya pengelolaan ADD itu membuat
rancangannya dulu terus nanti kami akan merapatkan
dengan masyarakat kalau perwakilan masyarakat
sudah setuju nanti ya dilaksanakan pembangunan
kalau sudah selesai buat laporan pertanggungjawaban

Pertanyaan : Siapa saja Yyang terlibat dalam
pengelolaan ADD ?

Jawaban : Kepala desa sebagai penanggungjawab,
bendahara desa bersama sekretaris desa dan perangkat
desa lainnya yang bersangkutan serta perwakilan dari

masyarakat

Pertanyaan : Bagaimana perencanaan dan pengawasan

dalam pengelolaan ADD ?




Jawaban : Pengawasannya biasanya itu ya dari
masyarakatnya kadang ada yang ikut Kkerja.
Perancanaan biasanaya dibuat sama sekretaris desa
sama kasi kesejahteraan kemudian dimusyawarahkan

sama masyarakat

4 | Pertanyaan : Apakah ada kendala dari pelaksanaan

pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : Alhamdulillah selama ini belum ada kendala
hanya saja karena pegununga jadi waktu pembangunan

itu agak susah

5 | Pertanyaan : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban
mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : Kalau untuk pertanggungjawabannya ya

dibuat laporan pertanggungjawaban

Desa : Sukorejo
Narasumber . Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi
Pemerintahan, Kepala RT, dan Kepala RW

Tanggal / Waktu > Senin, 26 Juli 2021 / pukul 10.00— selesai

Variabel No

1 | Pertanyaan : Bagaimana cara yang dilakukan oleh
Pemerintah ~ Desa dalam mewujudkan prinsip

transparansi dalam pengelolaan ADD ?
Transparansi

Jawaban : Dalam menyusun perencanaan desa
melibatkan berbagai pihak untuk mengumpulkan

gagasan — gagasan masyarakat melalui musyawarah




dusun, kemudian dikumpulkan dan dibahas dalam

musyawarah Desa.

Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pengumuman
mengenai kebijakan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah

Pertanyaan : Apakah laporan mengenai pengelolaan
ADD sudah dapat diakses dengan mudah oleh
masyarakat ?

Jawaban: Bisa diakses melalui baliho kalau dari
internet belum bisa karena kita belum punya web. Tapi
kita sudah siapkan SPJ nya kalau masyarakat mau

melihat

Pertanyaan : Apakah LPJ ADD sudah dibuat dan
dikumpulkan tepat waktu ?

Jawaban: Sudah, setiap akhir tahun kita sudah
mengumpulkan LPJ, LKPJ ke bupati ke BPD.
Biasanya pengumpulan terakhir itu sampai bulan
ketiga yaitu bulan Maret, biasanya SPJ itu akhir tahun
sudah jadi tapi untuk melengkapi dokumen kita

diberikan waktu bulan tiga

Pertanyaan : Sudah tersedia atau belum untuk sarana

suara dan usulan masyarakat ?

Jawaban:Sudah difasilitasi di waktu Musdes, rapat-
rapat tingkat desa,penetapan APBDes, perubahan
APBDes semua anggaran kita umumkan di forum itu

Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pemberian
informasi kepada publik terkait pengelolaan dan
penggunaan dana ADD ?




Jawaban: Sudah pada rapat-rapat jadi disitu kita
beritahukan anggaran sekian realisasi sekian jadi
semua warga masyarakat tahu pada saat

pertanggungjawaban APBDes

Partisipasi

Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat partisipasi

Masyarakat Desa dalam pengelolaan ADD?

Jawaban : Masyarakat sangat antusias.

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah, itu nanti ada tahapannya dari Musdes
tingkat dusun dimana masing-masing dusun
mengusulkan lalu dikumpulkan di desa baru ditetapkan
di RKP Desa

Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah

Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?

Jawaban : Perangkat Desa serta Kepala Desa, BPD,

LKD, Tokoh masyarakat, Fasilitator dari kecamatan

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa dalam
menampung dan mengakomodir berbagai masukan
dari peserta musyawarah Desa dalam rangka

perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban : Dengan cara menggunakan skala prioritas
dalam menentukan perencanaan mana yang lebih

utama harus dilaksanakan

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pelaksanaan pengelolaan ADD ?




Jawaban: Sudah, kita selalu melibatkan masyarakat
untuk pelaksanaannya seperti tenaga untuk proses

pembangunannya

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pengawasan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Lewatnya BPD yang ada di dusunnya
masing-masing karena BPD kan mewakili dari unsur
wilayah jadi kan masyarakat itu menyampaikan keluh
kesah misalnya seperti pertanyaan terkait bantuan dari

kementrian sosial baru nanti disampaikan ke desa

Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasan
terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

Jawaban : Pengawasan Alokasi Dana Desa khususnya
di desa Tumpuk dari berbagai Pihak, mulai dari BPD,
Tim Pengawas dari kecamatan yang melakukan
pengawasan secara administratif sebelum dan saat
berjalannya pelaksanaan suatu program, pengawasan
yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pacitan,
dan ada juga pengawasan yang dilakukan oleh BPK,
Banwasda, dan PMD

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam
penerimaan ~ manfaat  program  pemberdayaan

masyarakat dari Dana Desa ?

Jawaban: Ada kegiatan pelatihan-pelatihan sebelum
ada pandemic itu setiap tahun untuk ibu PKK seperti
latihan membatik, membuat roti, penyuluhan-

penyuluhan




Akuntabilitas

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah  Desa
melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan

program yang dibiayai oleh ADD ?

Jawaban : Dengan memasang banner di depan kantor

balaidesa

Pertanyaan : Sudah terdapat perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan desa ?

Jawaban: Sudah, untuk PABU sementara di tahun
berikutnya itu Kkita mengacu pada PABU tahun
sebelumnya untuk menyusun RKPDes

Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai

rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?

Jawaban : Ada

Pertanyaan : Sudah adanya penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening

kas Desa ?

Jawaban: Sudah, segala penerimaan sesuai dengan
yang ditetapkan di APBDes itu masuk rekening desa,
untuk pengeluaran itu juga sesuai yang di APBDes
yang ditetapkan dan disesuaikan RAB yang dari kasi
masing-masing jadi kebutuhannya itu penjabaran dari
APBDesa yang memegang kan kasinya masing-
masing jadi untuk kegiatan rutin bulan ini atau
kegiatan yang lain-lain itu kasi yang mengajukan ke
kepala desa setelah itu disetujui Kkita verifikasi
sehingga bendahara bisa mencairkan ke bank




Pertanyaan : Sudah adanya pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ?

Jawaban: lya sudah ada

Pertanyaan : Sudah adanya laporan pelaksanaan APB

Desa ?

Jawaban: Ada, untuk laporan setelah APBDes
ditetapkan itu ada 2, yaitu LKPJ ke Bupati selanjutnya
ada LKPPD ke BPD. Jadi

Pertanyaan : Sudah adanya laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Desa ?

Jawaban: Ada, sebelum APBDes ditetapkan tahun
berjalan kita pemerintah desa
mempertanggungjawabkan APBDes tahun
sebelumnya bersama dengan BPD, disitu nanti ada
sisa-sisa lebih anggaran yang bisa kita masukkan lagi

di rancangan APBDesa tahun berikutnya

Pertanyaan : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?

Jawaban : SPJ, LKPPD, Laporan APBdes.

Pengelolaan

Pertanyaan : Bagaimana proses pengelolaan ADD ?

Jawaban : Proses pengelolaannya ya dari perencanaan
kalau sudah direncanakan program apa saja lanjut ke
pelaksanaan untuk programnya tadi terus kalau sudah
jadi maka dari desa akan membuat laporan

pertanggungjawabannya




Pertanyaan : Siapa saja Yyang terlibat dalam

pengelolaan ADD ?

Jawaban : Pastinya perangkat desa lalu ada masyarakat

juga

Pertanyaan : Bagaimana perencanaan dan pengawasan

dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Perencanaan itu kita ambil data dulu sesuai
dengan beberapa titik di desa kemudian kita
penyusunan lalu kita ada musyawarah bersama
masyarakat untuk mentapkan baru hasilnya untuk
bikin RPJM

Pertanyaan : Apakah ada kendala dari pelaksanaan

pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : Untuk kendala kalau kendala

dipembangunannya nggak ada

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban

mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : Pertanggunggjawaban




Desa : Golo
Narasumber . Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi

Pemerintahan, Kepala RT, dan Kepala RW

Tanggal / Waktu : Jumat, 30 Juli 2021/ pukul 09.00 — selesai
Variabel No
Transparansi 1 | Pertanyaan : Bagaimana cara yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip
transparansi dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Desa dalam mewujudkan prinsip
transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan ADD
pemerintah desa melibatkan  berbagai tokoh
maryarakat, tokoh agama melalui musyawarah desa.
Sehingga, dalam melakukan penyusunan perencanaan
dilakukan secara transparan, serta melibatkan
masyarakat secara  langsung dalam  proses

perencanaan.

2 | Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pengumuman

mengenai kebijakan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah, untuk kebijakan setiap awal tahun itu
ada musrenbang di situ ada usulan-usulan dari setiap
dusun dimana satu dusun itu dipecah menjadi rt jadi
untuk kebijakan-kebijakan keuangan baik dana desa,

ADD dan sebagainya itu yang pertama berdasarkan




musrenbang kalau ada perubahan itu sesuai perubahan

atau peraturan pemerintah yang ada

Pertanyaan : Apakah laporan mengenai pengelolaan
ADD sudah dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat ?

Jawaban: Sementara sudah bisa diakses, kita untuk
realisasi per akhir tahun kita memajang untuk papan

informasinya kalau web belum ada

Pertanyaan : Apakah LPJ ADD sudah dibuat dan

dikumpulkan tepat waktu ?

Jawaban: Sudah, akan tetapi untuk tahun 2017 itu ada

kemoloran sedikit

Pertanyaan : Sudah tersedia atau belum untuk sarana

suara dan usulan masyarakat ?

Jawaban: lya di musrenbang, bahkan nanti kalau ada
aturan terbaru kita mengumpulkan masyarakat juga

untuk pengambilan keputusan bersama

Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pemberian
informasi kepada publik terkait pengelolaan dan

penggunaan dana ADD ?

Jawaban: Sudah ada




Partisipasi

Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat partisipasi
Masyarakat Desa dalam pengelolaan ADD?

Jawaban : Partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan maupun pelaksanaan sangat antusias.

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah, itu di musrebang untuk pembuatan

rancangan APBDes

Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah
Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD?

Jawaban : BPD, perangkat Desa, Kepala Desa,
Perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat,
tokoh agama, , disabilitas, Kapolsek, Babinsa, Tim dari

kecamatan.

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa dalam
menampung dan mengakomodir berbagai masukan
dari peserta musyawarah Desa dalam rangka
perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban : Dengan cara menampung semua gagasan
dari masyarakat melalui Musdus dan Musdes

kemudian disusun skala prioritas

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pelaksanaan pengelolaan ADD ?




Jawaban: Sudah, untuk pelaksanaan biasanya kita
kumpulkan satu rt untuk sosialisasi dimana pekerjanya

diambil dari masyarakat itu sendiri

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pengawasan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Untuk pengawasannya masyarakat saling
mengawasi bahkan dari RAB saja sudah melibatkan
masyarakat jadi nanti masyarakat itu sendiri bisa

mengawasinya

Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasan
terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

Jawaban : Pemerintah Kecamatan, Inspektorat, BPD.

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam
penerimaan ~ manfaat  program  pemberdayaan

masyarakat dari Dana Desa ?

Jawaban: Sudah, untuk pemberdayaan itu Kkita
mengganggarkan satu satun satu kali. Untuk tahun
2020 program pemberdayaannya dialihkan dari dana

proyek

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah  Desa
melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan
program yang dibiayai oleh ADD ?




Akuntabilitas

Jawaban : Untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas
dalam pelaksanaan ADD kami lakukan dengan cara
melakukan semua pembiayaan yang didanai ADD
dengan melakukan pencatatan/ pengadministrasian

serta melengkapi setiap bukti transaksi.

Pertanyaan : Sudah terdapat perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan desa ?

Jawaban: lya sudah

Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai
rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?

Jawaban : ya, Pemerintah Desa ada rekening tersendiri

yang disebut dengan Rekening Desa.

Pertanyaan : Sudah adanya penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening

kas Desa ?

Jawaban: Sudah, akan tetapi untuk tahun 2017 dan
2018 belum ada karena masih manual jadi belum

mebuat buku bank

Pertanyaan : Sudah adanya pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ?




Jawaban: Sudah, buku kas umum menyatu dengan SPJ

jadi rekapan dari pembelian-pembelian

Pertanyaan : Sudah adanya laporan pelaksanaan APB

Desa ?

Jawaban: Sudah, kalau laporan pelaksanaan itu setiap
satu tempat itu ada laporannya satu jadi semisal ada
pembangunan di daerah A maka harus ada laporan
pelaksanaan di daerah A yang nantinya akan

dilaporkan ke masyarakat setempat

Pertanyaan : Sudah adanya laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Desa ?

Jawaban: Sudah, itu udah aturan mbak jadi ya harus
ada ketika sudah ada anggaran berarti ya harus ada

realisasinya

Pertanyaan : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa dalam
mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?

Jawaban : Pemerintah desa akan melakukan
penyusunan LPJ untuk mempertanggungjawabkan

setiap penggunaan dana yang bersumber dari ADD.

Pertanyaan : Bagaimana proses pengelolaan ADD ?




Pengelolaan ADD

Jawaban : Yang pertama membuat rencana
pembangunan kemudian dimusyawarahkan dengan
masyarakat. Kemudian yang kedua pelaksanaan
pembangunan yang direncanakan tadi. Yang terakhir
adalah pertanggungjawabannya dengan membuat

laporan

Pertanyaan : Siapa saja Yyang terlibat dalam
pengelolaan ADD ?

Jawaban : Perangkat desa terus melibatkan tokoh

masyarakat

Pertanyaan : Bagaimana perencanaan dan pengawasan

dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Perencanaan dilakukan oleh perangkat desa
yang kemudian dirapatkan bersama masyarakat, untuk
pengawasannya ya dari masyarakat itu sendiri karena

ketika ada pembangunan pekerjanya dari masyarakat

Pertanyaan : Apakah ada kendala dari pelaksanaan
pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : Kalau untuk kendalanya biasanya untuk

materialnya agak sulit karena disini jalannya curam

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban
mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : Kalau pembuatan pertanggungjawaban dari

perangkat desa




Desa : Tengger
Narasumber :Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kasi

Pemerintahan, Kepala RT, dan Kepala RW

Tanggal / Waktu . Senin, 02 Agustus 2021/ pukul 10.15 — selesai
Variabel No
Transparansi 1 | Pertanyaan : Bagaimana cara yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa dalam mewujudkan prinsip
transparansi dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Dengan cara melibatkan masyarakat dalam
mulai dari proses perencaan Ssampai dengan
pelaksanaan. Melibatkan msyarakat  dalam
perencanaan melalui musyawarah Dusun,
Musyawarah Desa dimana masukan yang disampaikan
oleh masyarakat di susun berdasarkan skala prioritas

untuk dirumuskan menjadi RKPDes.

2 | Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pengumuman

mengenai kebijakan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah

3. | Pertanyaan : Apakah laporan mengenai pengelolaan
ADD sudah dapat diakses dengan mudah oleh

masyarakat ?

Jawaban: lya, kita pasang di setiap dusun untuk banner
nya. Kalau internet itu bisanya melalui facebook saja
untuk web belum ada

4 | Pertanyaan : Apakah LPJ ADD sudah dibuat dan

dikumpulkan tepat waktu ?




Jawaban: Sudah untuk LPJ itu per tahap dari tahap 1,

tahap 2, dan tahap 3 sampai laporan akhir tiap tahun

Pertanyaan : Sudah tersedia atau belum untuk sarana

suara dan usulan masyarakat ?

Jawaban: lya baik di media sosial atau pertemuan ada
musdus, musdes kita share untuk program apa aja yang
akan Kkita laksanakan dan masyarakat bisa

mengusulkan apa di bidang seperti apa

Pertanyaan : Apakah sudah terdapat pemberian
informasi kepada publik terkait pengelolaan dan

penggunaan dana ADD ?

Jawaban: Sudah ada, kita setiap tahun ada musdus juga

musdes dan musrebangdes

Partisipasi

Pertanyaan : Bagaimanakah tingkat partisipasi

Masyarakat Desa dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : Sangat Tinggi. Masyarakat sangat

berantusias.

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban: lya kita selalu melibatkan masyarakat dari
awal sampai akhir. Di pertemuan itu masyarakat
mengusulkan lalu di masukkan ke rancangan sudah di
putuskan baru kita menjalankan sesuai keputusan,
meskipun ada perubahan kita selalu kumpulkan lagi
seperti di tahun 2020 ini kan masa pandemi jadi

perubahan itu sampai 3 kali




Pertanyaan : Siapa saja yang hadir dalam musyawarah

Desa dalam proses perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban : Perwakilan dari Tokoh masyarakat, Tokoh
agama, Perangkat desa, Polsek, Babinsa, Tim

Fasilitator dari kecamatan.

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah desa dalam
menampung dan mengakomodir berbagai masukan
dari peserta musyawarah Desa dalam rangka

perencanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban : Pemerintah desa membuat suatu skala
prioritas terkait berbagai masukan yang diterima oleh
desa terkait perencanaan

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pelaksanaan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah, untuk pelaksanaan emang Kita
ambilnya dari masyarakat itu sendiri

Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam

pengawasan pengelolaan ADD ?

Jawaban: Sudah, karena dari awal kita sudah bersama
masyarakat jadi pengawasan itu juga dari masyarakat

yang paling utama dari BPD dan anggotanya

Pertanyaan : Siapa pihak yang melakukan pengawasan

terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa ?

Jawaban : Pemerintah kecamatan, Inspektorat.




Pertanyaan : Apakah masyarakat sudah terlibat dalam
penerimaan  manfaat  program  pemberdayaan

masyarakat dari Dana Desa ?

Jawaban: Ada itu seperti pelatihan-pelatihan yang

dilakukan setiap tahun

Akuntabilitas

Pertanyaan : Bagaimana pemerintah  Desa
melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan

program yang dibiayai oleh ADD ?

Jawaban : Pemerintah Desa dalam melaksakan
pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa
yang telah kami laksanakan, dapat berupa Surat
Pertanggungjawaban (SPJ), Laporan
Pertanggungjawaban Pealisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Belanja Desa, serta Laporan Kepala Desa.

Pertanyaan : Sudah terdapat perencanaan penerimaan

dan pengeluaran pemerintahan desa ?

Jawaban: lya, itu kita sesuaikan dengan rancangan
kemudian realisasi kan Kkita sudah pakai sistem mulai
dari tahun 2018

Pertanyaan : Apakah pemerintah desa mempunyai

rekening bank khusus untuk proses pencairan ADD ?

Jawaban : Desa Tengger memiliki rekening tersendiri
yang disebut dengan rekening desa yang dipergunakan

untuk penerimaan dan pencairan Alokasi Dana Desa




Pertanyaan : Sudah adanya penerimaan dan
pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening

kas Desa ?

Jawaban: Sudah, mulai ada sistem laporan
keuangannya itu kita sudah komplit akan tetapi untuk
tahun sebelumnya kita hanya cantumkan foto copy dari

buku rekeningnya saja

Pertanyaan : Sudah adanya pencatatan setiap

penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum ?

Jawaban: lya kalau penerimaan pengeluaran itu selalu

kita catat

Pertanyaan : Sudah adanya laporan pelaksanaan APB

Desa ?

Jawaban: Laporan pelaksaan itu kita melaporkan
kepada warga, BPD bahwa sudah dilaksanakan sesuai

rancangan

Pertanyaan ; Sudah adanya laporan

pertanggungjawaban realisasi APB Desa ?

Jawaban: Sudah, itu kita mempertanggungjawabkan
jumlah belanjanya berapa sisanya berapa kemudian
pajak, upah karyawan sehingga nanti ada silpa nya

yang akan digunakan lagi untuk anggaran tahun depan.

Pertanyaan : Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan
oleh Pemerintah Desa dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD ?




Jawaban : Pertanggungjawaban kepada masyarakat,
laporan kepada pemerintah terkait dalam bentuk SPJ,

Laporan realisasi, Laporan Kepala Desa

Pengelolaan ADD

Pertanyaan : Bagaimana proses pengelolaan ADD ?

Jawaban : Alur pengelolaanya membuat perencanaan

dulu terus dilanjut pelaksanaan lalu
pertanggungjawaban
Pertanyaan : Siapa saja yang terlibat dalam

pengelolaan ADD ?

Jawaban : Ya dari perangkat desa pasti dan juga dari
amsyarakat ada

Pertanyaan : Bagaimana perencanaan dan pengawasan

dalam pengelolaan ADD ?

Jawaban : kalau perencanaan itu ya kita awalanya buat
dulu mengacu tahun sebelumnya trus rapat kalau sudah
setuju baru dilaksanakan, pengawasan itu Yya
khususnya BPD yang telah ditunjuk

Pertanyaan : Apakah ada kendala dari pelaksanaan

pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : Kalau disini ya tidak ada kendala

Pertanyaan : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban

mengenai pelaksanaan pembangunan terkait ADD ?

Jawaban : pembuatan laporan pertanggungjawaban
yang isinya itu ada bukti-bukti pembangunan seperti

kuitansi dan foto-foto




FOTO DOKUMENTASI

1. Foto Dokumentasi Desa Puhpelem
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